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 Sebagai perangkat daerah camat sudah diberikan wewenang dalam urusan 

pemerintahan untuk mengatur dan meningkatkan pembangunan diwilayah 

kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, 

atas dasar pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh kepala daerah atau 

Bupati, maka peranan Camat sangatlah penting untuk meningkatkan 

pembangunan diwilayah kerjanya untuk memberikan ketentraman kepada 

masyarakat. Agar masyakat itu merasa sejahtera maka Camat harus sigap dalam 

mengatasi keluhan-keluhan dari masyarakat seperti pembangunan infrastruktur 

guna untuk menunjang perekonomian didaerah tersebut. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

pelaksaanan tugas camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di 

kecamatan Pendalian kabupaten Rokan Hulu serta Faktor-faktor apa saja yang 

menghambat pembangunan infrastruktur dikecamatan Pendalian kabupaten Rokan 

Hulu. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan cara 

melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan 

disertai dengan data sekundrer yang di dapat langsung dari responden atau sampel 

yang sudah penulis tentukan melalui wawancara, sedangkan sifat penelitian yang 

dilakukan adalah deskriptif, yang mana lokasi penelitian ini adalah dilakukan 

dikecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas camat 

dikecamatan pendalian belum berjalan dengan maksimal. Karena berdasarkan 

observasi yang penulis lakukan dilapangan  masih banyak jalan jalan yang rusak. 

Dengan melihat kondisi jalan yang rusak tersebut maka banyak masyarakat yang 

menilai bahwa kinerja dari camat masih minus. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

wawancara yang dillakukan dengan responden yang menilai bahwa kurang 

koordinasi yang dilakukan camat. Baik dalam rangka perencanaan pembangunan 

maupun koordinasi dengan pihak swasta. Adapun faktor yang menjadi 

penghambatnya yaitu faktor dana, faktor musim, kurangnya koordinasi camat 

dengan pihak swasta dan kurangnya perencanaan yang baik. 

 


